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ABSTRAK

Lintasan pesawat asing tanpa izin adalah suatu tindakan yang dapat
dianggap sebagai pelanggaran hukum dan merugikan kedaulatan suatu negara.
Lintasan pesawat asing tanpa izin mencakup berbagai aspek, termasuk potensi
ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban udara, dan integritas wilayah
udara suatu negara. Penerobosan atau lintasan pesawat asing tanpa izin bisa
menjadi perhatian serius bagi otoritas penerbangan sipil dan militer suatu negara.
Otoritas penerbangan biasanya memiliki protokol keamanan dan prosedur untuk
menanggapi situasi semacam itu.Tindakan semacam ini dapat menciptakan
ketidakpastian, meningkatkan risiko insiden atau kecelakaan wudara, dan
mengancam keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara yuridis lintasan
pesawat sipil Malaysia di ruang udara Batam tanpa izin dalam perspektif hukum
nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-
undangan baik di tingkat nasional maupun internasional yang terkait dengan
masalah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan lintasan pesawat sipil
Malaysia tanpa izin di ruang udara Batam melanggar kedaulatan negara serta
norma-norma hukum internasional terkait penerbangan sipil. Implikasi hukum dari
tindakan ini perlu dipertimbangkan untuk menentukan langkah yang akan diambil
guna menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan hukum nasional dan hukum
internasional yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran dalam upaya penegakan hukum terkait dengan sengketa lintasan
pesawat sipil di wilayah udara suatu negara

Kata Kunci: Lintasan Pesawat, Kedaulatan, Pelanggaran wilayah.



ABSTRACT

The unauthorized crossing of foreign aircraft is an act that can be
regarded as a violation of the law and detrimental to the sovereignty of a country.
The penetration or crossing of foreign aircraft without permission can be a
serious concern for the civil and military aviation authorities of a country.
Aviation authorities usually have security protocols and procedures to respond to
such situations.This kind of action can create uncertainty, increase the risk of an
incident or an air accident, and threaten overall aviation safety.

The purpose of this writing is to juridically analyze the passage of
Malaysian civilian aircraft in Batam's unlicensed airspace in the perspective of
national and international law. The research method used is a normative
Jjurisprudential approach by analyzing various legislative regulations at both the
national and international levels related to this issue. The results of the analysis
indicate that the unlicensed passage of Malaysian civilian aircraft in Batam's
airspace violates the sovereignty of the country as well as the norms of
international law relating to civil aviation. The legal implications of this action
must be considered in determining the steps to be taken to resolve this dispute in
accordance with national and applicable international law. This research is
expected to contribute thought into law enforcement efforts related to civil aircraft
passage disputes in a country's airspace.

Keywords: Plane trajectory, Sovereignty, Territory violation.
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